
 

87 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Peran Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebong dalam 

Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dalam Perspektif 

Siyasah Tanfidziyah, maka penulis dapat menyimpulkan 

beberapa poin penting sebagai berikut:  

1. Peran Disdikbud Kabupaten Lebong dalam pelestarian dan 

pengelolaan cagar budaya belum optimal. bahkan sebagian 

dari total 29 objek cagar budaya yang teridentifikasi, hanya 3 

yang berhasil dilestarikan dengan terancam hilang karena 

kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. 

Kondisi ini semakin diperburuk dengan rendahnya 

kesadaran masyarakat akibat minimnya sosialisasi mengenai 

pentingnya pelestarian dan pengelolaan cagar budaya. 

Selain itu, hingga saat ini belum ada (Perda) khusus yang 

menjadi dasar hukum kuat dalam pelestarian cagar budaya. 

Akibatnya, arah kebijakan yang diambil sering kali tidak 

konsisten dan tidak memiliki pijakan yuridis yang jelas. 

Padahal, kehadiran Perda sangat penting untuk 

mempertegas kewenangan daerah dalam menjaga warisan 

budaya sesuai amanat UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya dan PP No. 1 Tahun 2022 sebagai aturan 

pelaksanaannya. Di samping ketiadaan regulasi, terdapat 

pula sejumlah faktor penghambat utama, di antaranya 

keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang memiliki 

kompetensi di bidang pelestarian, seperti lulusan sejarah, 

arkeologi, antropologi, sastra, maupun kearsipan. Hal ini 

menyebabkan proses pendataan, konservasi, serta 

pengawasan terhadap objek cagar budaya tidak berjalan 

maksimal. Lebih jauh lagi, minimnya anggaran juga menjadi 

kendala serius, mengingat pelestarian cagar budaya 
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membutuhkan biaya besar untuk pemugaran, perawatan, 

hingga penyelenggaraan kegiatan edukasi dan sosialisasi 

kepada masyarakat. 

2. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, pemerintah daerah 

sebagai pelaksana kebijakan memiliki kewajiban amanah 

untuk menjamin keberlangsungan cagar budaya sebagai 

bagian dari maqashid al-syari’ah dalam menjaga agama, 

akal, identitas, dan peradaban umat, namun dalam 

praktiknya masih terdapat kesenjangan antara idealisme 

syariat dengan implementasi di lapangan, yang terlihat dari 

ketiadaan Peraturan Daerah khusus tentang cagar budaya, 

keterbatasan sumber daya manusia yang ahli di bidang 

arkeologi dan konservasi, minimnya anggaran serta sarana-

prasarana pelestarian, lemahnya koordinasi antar lembaga, 

dan rendahnya partisipasi masyarakat akibat kurangnya 

edukasi dan kesadaran akan pentingnya nilai Sejarah, 

kondisi ini menyebabkan  cagar budaya di Kabupaten 

Lebong sebagian besar terbengkalai, tidak terawat, bahkan 

terancam hilang, padahal cagar budaya tidak hanya bernilai 

historis tetapi juga dapat menjadi sarana pendidikan 

karakter, penguatan jati diri, dan sumber ekonomi melalui 

pariwisata budaya; oleh karena itu, dalam kerangka siyasah 

tanfidziyah, pemerintah daerah dituntut untuk mengambil 

langkah konkret berupa penyusunan Perda yang jelas, 

peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan, penguatan 

kolaborasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan, serta 

pemberdayaan masyarakat lokal sebagai mitra aktif 

pelestarian, agar kebijakan yang dilaksanakan benar-benar 

mencerminkan keadilan, maslahat, dan keberlanjutan, serta 

sejalan dengan prinsip Islam bahwa menjaga warisan 

budaya merupakan bagian dari amanah yang harus 

dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. 

B. Saran 
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Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan 

saran sebagai berikut: 

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong disarankan untuk 

segera menginisiasi pembentukan Peraturan Daerah (Perda) 

khusus mengenai pelestarian dan pengelolaan cagar budaya 

sebagai landasan hukum yang kuat dan strategis dalam 

menjaga kelestarian warisan budaya daerah secara lebih 

optimal dan berkelanjutan. Selain itu untuk mendukung 

profesionalisme pelaksana di lapangan, kebutuhan Aparatur 

Sipil Negara (ASN) dengan latar belakang pendidikan yang 

relevan di Bidang Kebudayaan perlu dipenuhi secara 

bertahap dan terencana oleh Pemerintah Daerah Kabupaten 

Lebong. Pemerintah daerah juga perlu memperhatikan aspek 

sarana dan prasarana, seperti pembangunan pagar 

pelindung, papan informasi, penerangan, serta akses jalan 

menuju situs bersejarah. Fasilitas yang memadai tidak hanya 

mendukung perlindungan fisik, tetapi juga meningkatkan 

nilai edukatif dan wisata budaya. Di samping itu, koordinasi 

dan sinergi antarinstansi, baik di tingkat daerah maupun 

pusat, harus diperkuat agar pelestarian cagar budaya tidak 

berjalan sendiri-sendiri. Kerja sama dengan sektor 

pariwisata, pendidikan, maupun komunitas budaya akan 

menciptakan pendekatan yang lebih terpadu dan efektif, 

Partisipasi aktif masyarakat juga perlu ditingkatkan, 

mengingat masyarakat adalah pihak yang paling dekat 

dengan situs budaya. Melalui program edukasi, sosialisasi, 

dan pemberdayaan, masyarakat diharapkan mampu menjaga 

serta memanfaatkan cagar budaya secara berkelanjutan. 

2. Pendekatan pelestarian berbasis nilai-nilai Islam (Siyasah 

Tanfidziyah) perlu terus dikembangkan. Prinsip-prinsip 

seperti maslahat, keadilan, dan amanah dapat menjadi dasar 

moral dan spiritual dalam pelaksanaan pelestarian, sehingga 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan 
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Kebudayaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga 

mengandung nilai ibadah dan tanggung jawab sosial. Nilai-

nilai tersebut juga perlu ditanamkan pada Aparatur Sipil 

Negara (ASN) serta menjadi pemahaman yang disampaikan 

oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada seluruh 

pemangku kepentingan, termasuk masyarakat. Dengan 

begitu, pelestarian cagar budaya akan dilandasi oleh 

kesadaran etis, spiritual, dan rasa tanggung jawab bersama. 
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